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ALAM APBN-P 2016, pe-
merintah mematok tar-
get pendapatan Rp1.786,2
triliun dengan porsi pe-
nerimaan pajak sehesar Rpl. 347,78
trilfun, Rinciannya porsidari PPhse-
hesar Rp855,84trliun, PPN Rpd74,23
triliun, dan PBB Rp17,71 triliun,
Sementara ity target helanja negara
mencapai Rp2.082,93 trilium, Meski
pemerintah sudah memasukkan
target perolehan dari tax amnesty
dalam APBN-P 2016, patokan fiskal
tampaknya helum terlalu realistls
dengan kondisi ekonomi saat ini

Potenstshortflltampaknya masth
cukup besar. Selain target pengam-
punan pajak masth dipatok di level
yang cukup tingg, ada efek Brexit
yanghisa saja miengancam pemuth-
an ekonomi global, Jika berkepan-
jangan, ekonomi dunda bisa meriang,
Khususnya negara mitra dagang In-
donesia. Efeknye, target penerimaan
pajak bisa tambah loyo, Celakanya,
pemerintah juga sulit menggan-
tungkan penerimaan dari ekspor
komoditas.

Jika penerimaan pajak terganggy,
imbasnya belanja pemerintah pun
harus dipangkas kalau tak mau de-
fisit anggaran melehar, Sementara
ito, delam APBN-P 2016, pemern-
tah telah mematok targat defisit
anggaran sebeser 2,35% terhadap
pertumbuhan domestik bruto, Ne-

mun, tampaknya bagtpemerintah,
apa yang telah disepakti dengam
DPR i2lah angka-angka yang sudah
sangat realistis Selain mendorong
kebijakan tax amnesty, supaya pe-
netimaan pajak tercapal, pemerin-
tah pun betjanji akan melakukan
ekstensifikasi dan intenstfikast pene-
rimaan pajak. Pemerintah jugaakan
mernbenahisistem administrast dan
teknalogi informasi perpajakan.
Selainitu, peruthahan asums rata-
rata harga minyak dalam negeriatau
Indonesiacrude price (ICP) yang kini
jadi US$40 per barel dan pening-
Katan target lifting minyak diyakini
hisa membuat penerimaan negara
dart sektor fru mencapai RpS7 trili-
un, Narmun, apakah fatanga selama
ini mengena? Data bicara, selama
lima bulan pertama di tahun tni,
rata-Tata harga ICP masih berkutat
dilevel US$34,5 perbarel, Sementara
itu,realisasi¥fting minyak padaMei
2016 sekitar 807 harel, ataudibawah
target APBN-P sehesar 820 harel per
harisehingga wajar saja jka ada per-
tanyaan yang menyisa, sanggupkeh
pemerintzh mampu memanfaatian
momen pengampunan pajak untuk
amankan anggaran sekaligus untuk
meningkatkan kepatuhan pajak?

Payung hukur

Yang jelas, dengan disahkannya

Rancangan Undang-Undang (RUC)

tentang Pengampunan Pajak men-
jadi undang-undang (UU), pemerin-
tah mempunyai instrumen fiskal
tambahan untuk memenuhi tar-
get penerimazn negara yang telah
ditetapkan, Lehih dari itu, peme-

rintah pun diharapkan bisa ediit

hernapas untak didek meranghas
helanja-belanja prioritas, terutama
yang terkait dengan helanja in-

maan pajak yaitu Rp1 347,78 triiun,
Dari target tersehut, pemerintah
menggadang-gadang tambahan pe-
nerimaan dari tax amnesty sebesar
Rp!65 triliun, Mau tak mav, pemerin-
tahharus kerja keras mengejar dana
dari pengampunan pajak supaya tak
terjadilagl shorefull atau kekurangan
pendapatan sehagaimana 2015,
Dari perkembangan deta yang ada,
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pengampunan tidak bisa dibilang
percuma karena ada konsekuensi
berupa tarif tebusan, Nab, dengan
demiian,negara punya kans besar
unuk mengantong! tampghan pen:
dapatan daritarif tebusan yang akan
dihayarkan. Jika tak ada arel melin-,
tang, kebijakan penghapusan pajek
alis taxamnesty mulel diberlakuikan
pada Juli 2016,

Tentu pengesahan RUU tersebut
menjadi kabar baik teesendiri bagi
pemerintah, Dalam APBY-P 2016,
penerimean negara dipatok sebe-
sar Rp1,786,2 triliun, Sumbangan
terbesar diharapkan dari penerl:

27,01% aritarget. Pemerinvah boleh
sedlitlega karena toh potensi pene-
rifnaan pajak cukup terbula lebar,
Alasannya cukup masuk akl, masa
berlaku kebijakan pengampunan
pajek telah ditetapkan unfuk diper-
panjang menjadi sembilan bulan (i
2016-Maret 2017), darf rancangan
awal hana enam hulan, Bahkan

 kaharnya pemerintah agak sedilit

sesumihar hahwa penerimaan negara
hisa s2ja melebihi Rp165 triiun, Ke-
|ehihan tersebut digadang-gadang
akan herasal dari iga bulan terakhir
perinde pengampunen pajak, ateu
Jamuari-Maret 207,

Bagaimanapun, pemerintah tentu
punya dasar perhitungan. Target
tersebut berdasarkan pada adanya

" potensi wejib pajek (WP) yeng me-

Iakukan dekdarasi di tuar neger se-
lad Rp3,500 triun-Rpd 000 trilium,
Dengan asumsi rate-Tata tarif uang
tebusan sebesar 4% saja, ada potensi
penerimaan pajak sehesar Rp160
triliun, ditambzh potens deklarasi
dan repatriasi aset di uar negeri se-
besar Rp1.000 friiun, .

Jika dikalikan. dengan asumsi
rata-rata tarif 2%, potens{ peneri-
maan pajek akan hertamhah sehesar
Rp20 triiun, Menurut pemerintah,

potensi penerimaan pajak tarsebut,

didasarkan para data nteljen erkait
dengan WP yang selama ini menyim-
panaset diluarnegerd. Salah satunye,
data wajib pajak di negara surga
pajakals tax haven yangjundahnya
mencapai 6,519 warga negara Indo-
nesia (WD),

Peluang manipulasi

Secara prinsipiel, setiap wajib pa-
jak (WP, OP, dan WP badan) berhak
mendapatkan pengampunan pajek.
Pengampunan pajak diberikan
melalui pengungkapan harta yang
dimiliki dalam surat pernyataan.
Pengecualian bag WP yang sedang
tahap penyidikan dan berkas peny:
dikannya telah dinyatakan Lengkap
oleh kefaksaan (P21, sedang proses
peradilan, atau sedang menjalani
hkuman pidana di hidang perpa-
jakan, Pengampunan pajak melipud
penghapusen pajak yang seharusnya
terutang, tidak dikenai sanksi ad-
ministras! perpajakar, dan sanksi
pidana dibidang perpajakan Kewa-
jiban perpafakan yang mendapatkan

pengampunan terdirl atas pajak
penghasilan (Ph),pajakpertarbah-
an iai (PPN), dan perfualan atas
harang mewah (PPnBY)

Peluang memanipulasi data ter-
kait dengan pemberlakan UU Tax
Amnesty tampaknya juga terbuka
lebar. Apalag fasilitas yang ditamvar-
kan pemerintah melelui kehijekan
tax amnesty cukup menggiurken,
Selaindihehaskartmembayar denda
atas pajak yang belum dilaporkan
dalam SPT, pemerintah memberikan
tarif uang tebusan yang jauh lebin
rendsh dart tarif PPh yang diatur,
Apalag, jika aset yang dilaporkan
itu disertai dengan pengalihan aset
dari luar negeri ke dalam negeri
(repatriasi).

Oleh karena itu, pemberlakuan

‘tar amnesty betpotensi menjadi

moral hazard, Kavena tarif tebusan
dihitung dart harta bersth setelah
dikurang] utang, bisa jadi seolah-
olah ada utang dan dibesarkan. -
Oleh karena itu, pengawasannya
harus pula dilakukan secara balk
dansuperketat,Ditakutkan, pengan:
punan pejakjustru djadikan kesent
patan bagi WP untuk bersih-bersih
seheluy, pemerintah nantinya bisa
mendeteksi setiap harta yang ditem-
patken di sejumlzh negara lain,

Jadi pendeknya, sangat perlu bagi
pemerintah untuk memperlakukan
tax amnesty tidak hanya sehagai
instrurnen untuk memenubhi hasrat
minimnya pemasukan pajak, tep!
juga harns diperiakukan untuk me-
ninghatkan kepatuhan wafl pajak
secara luas dengan membenahi
sistem dan administrast perpajakan
sebagaisalah satu agenda priorias.
Semoga.
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